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FERATURAN DAER AH KABUFATEN JEPARA

NOMOR 17 TAHUN 2001

TEMTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI

DENGAN BAHMAT TTTHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEFARA,

hahwa untuk pembiavaan penyelenpgaraan  otonomi daerah di

Kabupaten Jepara perle diintemsifkan svmber-sumber  penerimaan

asli daerah sendii diantaranya adalah  Reinbusi pelavanan
ikt

. bahwa berdasarkan pertimbongan hucuf o tersebut  pothe mengatur

pelaksanaan Retribusi Pelavanan Adminisirast dengan Peraturan
Dagrah .

. Undang-undang  Momor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Dacrah-dacrah Kabupaten dalam  Lingkungan Propmssi  Jawa
Tengah;

. Undang-nndang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan

Betribusi Daerah (Lembaran Megars Tahwm 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683) schasaimana (lah
diubah dengan Undang-undang Momer 34 Tahun 2000 (Lembaran
Megara lahun 2008 Momor 246, 'L'ambahan Lembaran MNegara
MNomor 4048},

. Undanp-vpdane MNomor 22 Tabun 1999 fenlang Pemerintahan

Daetah | Lembaran MNegara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan
lembaran Megara Nomor 3§39 3;

. Peraturan Pemerintzh Nomor 66 Tahen 2000 tentang  Retribus

Daerah (Lembaran Megara Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan
Lemabaran MNegara Momor 4139) 5

. Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 4 Tahun 1997 ienlang

Penyidik Pegawad Megar Sipil di Linglungan Pemenmtah Dasrah ;

. Peraturan Diasrah Kabupaten Daerah Tingkat 0 Jepara Momor 6

Tahun 1990 wniang Penyidik Pegawai Neger Sipil di Linghungan
Pemerintah Kabupaten Diah T Jeparg;

. Peraturan Daerah Kabupaten lepara Nomer 12 Tahwn 2000 tentang

FPanbenmkan . Kedudukan , Tusas pokok , Fanpsi dan Susunan
(rpanisasi Perangkal Daerah dem Sekretariat DPED  Eabupaten

lepara .



Dengan Persetujuan Dewan Perwakdlan Rakvat [Daerah Kabupaten Jepara

MEMUTUSE AN !

Menetapkan ¢ PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
EETRIBUSI PELAYANAN ADMINTRASI.

BABI
EETENTUAN UMEM

Pasal 1

Dalain Peraturan Dacrah mi vang dimaksud dengan :

1. Draerah adalak Diaerah Kabupaten Jepara:

2. Bupati adalah Bupat Jepava

3. Badan adalabh sekumpulan orangfatau modal yang merupakan Resatim bak vimg
melakukan usaha mauvpuon tdak melakukan usaba  yang  mebputi Persercan Terbatas,
Perservan Komanditer, perseroan lainnya . Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengam
namia dan bentk apapun, firma, koperasi, dana pensiun , persekuman, perbumpulan,
vayasan , Organisasi massa , organisasi sosial politih atau organisasi yang sejenis , lembaga,
benfuk usaha tetap dan bentuk badan lainnva ;

4, Jasa Uimwom adalah jasa yemyg disediakan atan diberikan oleh pemerintab dacrab untuk uman
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dindkmnati oleh orang pribadi atan badan;

5. Refribusi pelayanan Administrasi vang selanjutnya  disebur retribusi Daersh  adailah
pembavaran vang dipungut oleh Pemerintah Dacrah karena pelayanan admmstrasi yang
lelah diberikan berups peneritisn sorai-sursi belerangan, ijin, rehomendas, dan kuiipan
sural-surat untuk kepentingan orang nrhadi atau Radan

6. Swrat Keiefapan Reliibust Daerah yang sclanjuinya disingkat SERT? adalah  Surat
Keputusan vang mencntukan besamya jumlah retribusi yang terutang;

7. DPojabat adalah Popawsi veng dibon fugas toricnmu di Bidang Reotrbusi Dacrahi  scsuad
dengan Peraturan perundang-undangan vang barlaku:

BaB 1l
MNAMA , OBYEK | SUBYEE DAMN WATR RETRIBUSI DAERAH

Tazal 2

Dengan nama Retribusi Pelavanan Adminstrasi dipungut retribusi sebagm pembavaran atas jasa
pelavanan adminsivasi kepada orang pnoaot aiau badan,

asal 3
{1} Obyek Retribusi adalab jasa pelavanan adranstrasi vang dibsikan oteh Pemenntah Dacrah,

(2} Jaep Pelavanan Adminstrasi schapamana dimaksud dalam ayat (1) adalah mebputi
pembenan ;

Surat keterangan, rekomendast dan mn;

Surid Tjim Usaha Fasa Roonsirek ;

Surat Perintah Fera { SPR ),

Penerbitan Dokumen Tendeor dan Prakwalifikase,

Penerbitan Surat Perinlah MMembavar Tlang { SIALT )

LI~ T v =



{3} Tidak termaasuk Taga Pelayanan Administrasi sebagaimama dmakeed dalem avat (29 adalah
mehpui SPMU Gaji, nnin, dan bantean osial kemasyarakatan.

Faual 4

Subryek, Retribusi adalah orang pribadh stau badan vang memanfaatkan dan stau menilanai
jasa pelavanan adminstrasi pemerintal,

Pasal 5
Obyck Hetmbust Dacrah adalah Oranpg pribedi atan badan yang diwapbkan melakukan
pemnbayaran Retrtbus Daerah,

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
Paszal 6

Feinbust pelayanan adminisfras: digelongkan sebagai Peinobua Jasa Utnuin,

BAR TV
Cala MENGUKUR TINGRKAT PENGGUNAAN JABA
Pasal 7

Tingkat pengaunaan jasa divkw berdasarkan nilai dan Jerds pelayanan adminirasi

8aBV

PRIMSIF DAN SASAR AN DALAM FENETAPAMN STRUETUR
DAY BESARNYA TARIF

Pazal &
Prinsip dan sasaran dalam penstapan struktur dan besarnya tarif rectbust  adalah unuk
menuitp  bisya  penyelenggarzan/pelaksansan, ndai  adminseasi yang  ditavani  dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakan dan aspek keadilan.

HAR YT

STRIUKTITR DAV BESAENY A TARIP

Pasal &

{1y Struktr dan besamyva tarip remibusi dignlonoken berdasarkan nilai dan fenis lzyanan,

{2y Struktur sebapaimana dimaksud dalem avat (1} tercantum dalam Laowmran Perahman
Dazrah i

|



BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborcngkan.
(2) Retribusi dipungut deagan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersemakan,

BAB VIII
WILAY AH PEMUNGUTAN

Pasal 11
Retribusi Dasrsh tertmtang dipungnt di terpat pelsyanan diberikan

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

(1) thmnm‘bmiymgtmumghmmdﬂmaﬁxhﬁmm

(2} Pembayaran Retribusi Dasrah sebagaimana dimaksnd dalam ayst (1) dilakuken di Kas
Diaerah atau Tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai wakiu vang ditentukan dengan
menggunakon SKRD atan dolumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditmnjuk, maka hasil penerimaan
Retribusi Dasrah harus disetor ke Kas Daerah selambar-lambatnya 1 x 24 jam atam dalam
wakiu yang ditentukan oleh Bupati.

Pazal 13
Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksnd dalam pasal 12 diberikan tanda bukti
pembayaran ,
BAR X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Surat feguran atan surat lan yomg scjoms echaga awal tindakan pelaksanaan penagihon
dikeluarkan setelah 7 { tojuk) hari sejak jatuh tempo pembayarsn;

(2) Dalam jamgka waln 7 (hijoh) hari setelah tangeal surat teguran atm surat lain yang
sejenis disampaikan, wajib retribusi haros segera meltnesi rotribusi yang torulang;

(3) Surat tepuran atau surat lain vang sciemis  sebepaimana dimaksud dalam ayat (2)
dikelunarkan oleh pejabat vang dihunjuk.



BAB XI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

FPasal 15

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan olch DinasBadan/KantorTapian
dan Intansi lainnya yang dibmjuk olch Bupati

BAB XTI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

(1) Wajib rciribusi yang tidak melaksanakan kewajibanmya sehingga merngikan keuangan
dagrah diancam pidana kumungan paling lama 6 (bulan) atav  denda paling banyak 4
{cmpat} kali jamlah retribusi terutang,;

{2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalamn avat (1) adalah pelanggaran

BAB XIIT
KETENTUAN PENYIDIE AN

Pazal 17

{1} Pujabat Pegawai Negeri Terfentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagal penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidanpg Retribusi Daerah;

(2) Wewsnang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
4, Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelid Kelcrangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan terscbut
menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindsk pidana
Retnbusi Diaerah;

Meminia kelerangan dan bihan bukb dim oreng pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Dacrah;

Memeriksa bular-bubm, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana Retribusi Dacrah:

Mclalukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bulti pombukuan, pencatatan
dan dokumcn-dokumen lain serta melakukan peryitaan terhadap bahan bukt tersebur;
Meminta bantuan temaga ahli dalam rangka pelakssnaan tugas pemyidikan tndak
prdana Retribusi Daetah ;

Menyuruh berhenti, melarang sescorang meninggaltion ruanpan atan tempat pada saa
pemenksaan scdang berlangsung dan memenksa idcntitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud hurof e diatas ;

Memoiret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dastah:
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperikea schagai tereangka atan
sakai;

Menghentikan penyidikan ;

dibidang Retribusi Dacrah menomt ukum yang dapat dipertanggung jawabkan,



(3) Penyidik sebagaimana dimaksud datam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
yang diatur dalam Undang-imdang nomor # Tahun 1981 fentang Hulwm Acara pidana,
BAD XTV
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal hal yang behun distur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelakemaannya
akan diatur Jebih lanjut oleh Bupati

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berdaku pada tanggal diandangkan.
Agar sctiap orang dapat mengrtahuinya, memerintahkan  pengundangan Peraturan Dacrah ini
dengan penmemnpatannya dalam Lembaran Dacrah.

Ditetzpkan & Jepara

pada tanggal 20 Nopember 2001
BUPATI JEPARA
Wl

ﬂ Drs, SOENARTO f

Dindangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

SEKRETARIS I,

"'_ L. HENDRO MARTOJO
Pembina Utama Muda
W 010072015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2001 NOMOR 20



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN ADMINIS TRASE

L  UndUM

Scsuai dongan ketentuar Undang-undang Momor 22 Tabun 1999 tentang
Pemerinlghan Diacrah  dan keienlvan  Undang-unddang Nomor 18 Tabun 1997
sehagaimana tefah diubah dengan [Indang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka
Dacrah diberkan kewenangan yang luas unitvk menggali sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah.

Sumbcr-sumber pendapatan terscbut diharapkan mampue menjadi sember pombiayaan
bagi penyelenggarsan Pemerintahan, Pembangunan dan peningkatan pelayanan scria
kessjahteraan masyarakat.

Dalam rangks untuk memberkan kepastian bukom dalam  pelaksanaan
penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Dacrah perdu ditetapkan dengan Peraturan
Diacrah,

O. PASAL DEMI PASAL

Pasal | danpasal 2 : cukup jclas

Pasal 3 ayat {1} : Cuokup jelas
ayat (2) hurefa @ Surat Keierangan, Rekomendasi dan [jin yang dikcluarkan cleh
Perangkat Dacrah scsuai denpan bidang gas dan kewenangan
masing-mnasing sclain wnuk Kepnetingan sosial dan yang telah
diatur kKhusus dalam Perda tersendini.
ayat {2) huruf b
sd ¢ + cukup jelas

Paeal 4 s'dpasal¥ : cukup jclas

Pasal [0 ayal (1) yang dimaksod tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh
proses  kepiatan punputan Retobusi dacrah  tidak  dapat
discrahkan kepada pihak ketiga, namun dimingkinkan adanya
kerja sama dengan pihak ketipa dalam proses pemungutan
relribusi anlara lain penceiakon formubr, pengnmean surai-surst
kepada wajib retribusi, atan menghimpun data Obyek retribusi
dan Subyek retribusi.

Kegiatan yvang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak kefiga
adalah Ecpiatan penghitimgan bosarmya rotrbusi  torotang,
pengawasan, penvaluhan refribusi dan penarikan retribusi,

Ayt (2) : Yang dimalsud dokumen lain yang dipersamakan adalah
Pasal 11 s/d 19 . culup jelas



[AMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NrnOR 17 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PELAY ANAN ADMINSTRASI

STRUKTUR DAN DESARNYA TARIP RETRIBUSI PELAYANAN ADMINSTRASI

NO JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI TARIP { Rupiah )
I 1 Surat Keterangan/RekomendasiTiin yang diterbitkan
a. Dinas KantorBadan/Bagisn Ingtanei Kabupaten 5.000,00
b. Kacamatan 2.500,00
o. Keluarahan 2.000,00
2 | Penerhitan Surat Tin Uraha Jasa Kontruksi { STUK )
4 SILUTE aid  100.000.000,00 25.000,00
b, SIUJK Iebih dad 100.000. 000,00 a/d
404, 000.000,00 50.000,00
¢ SIUTK Ikbih dan 400.000.000,00 s'd T5.000,00
1.000.000.000,00 100,000, 00
d. SIUJK lebih dan 1.000.000.000,00
3 | Prakwalifikasi 10,000, 00
4 | Penesbitan Dokumen Tender 10.000,00
5 | Penerbitan Surat Perintah Mulai Keria { SPMK )
a. SPMEK 5.000.000,00 sd 15.000.030,00 5.000,00
b. SPME kbih dan 15.000.000,00 afd
£0.000.000,00 10.000,00
e SPMK lehih  dari S0.000. 000, 00 a'd
100, M0, OO0, O 20.0060,00
4 SPMK lebih dani  100.000.000,00 sfd
400,000, 000,00 35.000,00
g. SPME Iebih dari  400.000.000,00 a/d
1.000_000_000,00 50000, 00
[ SPME lshih dari 1.000.000.000,00 100.000,00
i
¢ | Pencrbitan SPMU
a. SPMU s/ 5.000.000,00 5.000,00
b, SPMU  lebih dari 5.000.0:00,00 sd
20, 000, 000,00 10.000,00
c. SPMU  Ilebih dan 20.000,000,00 aid
50.000.000,00 15.000,00
d. SEMU lebih dari 50.000.000,00 s
I 100, 000 000,00 20.000,00
¢. SPMU  lebih dari 106.000.000,00 sfd
200.000,000,00 25.000,00




f SPMUU  lkbih dan 200.000.000, 00 e'd 34.000,00
500.000.000,00
g SPMU b dani 500.000.000,00 sid 54.000,00
1..000.000- 000, D0
h SPFMU lcbib dari 1.000.000.000,00 100000, 00
BUPATI JEPARA




BUPATI JEFARA

Drs. SUNARTO



